BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 88/ 274 "o 2o

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TENTANG PENATAAN TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN SERTA
PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang - a. bahwa berdasarkan Pasal 25 dan Pasal 32 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan  Produk  Hukum Daerah, Bupati
membentuk Tim Penyvusun Rancangan Peraturan Daerah
dengan Keputusan Bupati,

b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tentang Penataan Toko Swalayan dan  Pusat
Perbelanjaan Serta Perlindungan Pasar Rakyat, perlu
membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b periu menetapkan
Keputusan Bupati;

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Permmbentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234};

NN



J.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang
Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
[Indonesia nomor 4742);

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang  Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199j;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013
tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 13520)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 994);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014
tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1814);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 tahun
2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di
Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 183);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 tahun
2016 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 {Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33};



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

TEMBUSAN

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo tentang Penataan Toko Swalayan,
dan Pusat Perbelanjaan serta Perlindungan Pasar Rakyat,
dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Tugas dan Tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud

diktum KESATU adalah :

a. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo tentang Penataan Toko Swalayandan Pusat
Perbelanjaan Serta Perlindungan Pasar Rakyat sesuai
dengan bidang tugasnya; dan

b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada
Bupati.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam Anggaran
2017.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
ada tanggal © tReuaei 200

BUPATI SUKOHARJO,

<
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Keputusan ini disampaikan KepadaYth. :

1. Ketua Dewan Perwakilkan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di

Sukoharjo;
Perekonomian dan Pembangunan

3. Asisten

Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di

Sukoharjo;
. Inspektur Kabupaten Sukoharjo d1 Sukohanio;
. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten

N b

Sukoharjo di Sukoharjo;

6. Kepala Bagian Hukum Sekretanat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

7. Tim yang bersangkutan.




Lampiran :
Nomor
Tanggal

Keputusan Bupati Sukoharjo
188/ ajay Tahon 30\
[ e ?‘WT.; ‘;"5\1

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TENTANG PENATAAN TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN
SERTA PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT

No Jabatan / Instansi Kedudukandalam Tim Keterangan

: S . .

1 | Bupati Sukoharjo Pengarah Memberikan arahan dan
petunjuk atas
pelaksanaan kegiatan

2 ' Sekretaris Daerah | Penanggung Jawab Bertanggung jawab
' Kabupaten Sukoharjo dalam pelaksanaan

| kegiatan

' 3 | Asisten Perekonomian dan | Koordinator
Pembangunan Sekretaris Mengoordinir dalam |
Daerah Kabupaten pelaksanaan kegiatan

| Sukoharjo

4 | Kepala Dinas Perdagangan, | Ketua Bertanggung jawab

Koperasi, Usaha Kecil dan pelaksanaan keglatan |
| Menengah Kabupaten
Sukoharjo

S | Kepala  Bagian  Hukum | Sekretaris Bertanggung jawab di

‘ Sekretariat Daerah bidang kesekretariatan |

| Kabupaten Sukoharjo

' 6 | Kepala Bidang Perdagangan | Anggota Melaksanakan tugas
pada Dinas Perdagangan, sesuail bidang tugasnya

| Koperasi, Usaha Kecil dan

i Menengah Kabupaten
Sukohano

7 | Kapala Sub Bagian { Anggota Melaksanakan tugas
Peraturan Perundang- sesuail bidang tugasnya
undangan pada Bagian

Hukum Sekretariat Daerah

| kabupaten Sukohaljo

3



Bidang Perdagangan Dinas
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah KabupatenSukohano

1 2 3 4
i
8 | Kepala Bidang Pelayanan Perizinan | Anggota Melaksanakan tugas
Perekonomian pada Dinas Penanaman sesuai bidang tugasnya |
Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo |
9 Kepala Bidang Penegakan Perundang- | Anggota Melaksanakan tugas
undangan Daerah pada Satuan Polisi sesuai bidang tugasnya
Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo
10 | Kepala Seksi Pendaftaran Usaha pada | Anggota Melaksanakan tugas

sesual bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,
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